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Oleh :

Ngakan Putu Muderana ')

Metihat pesatnya pembangunan di negara kita sekaligus meningkatnya jumlah penduduk di
kota-kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya sudah tentu membutuhkan tempat pemukiman
bertambah banyak, sedangkan tersedianya tanah sangat terbatas. Justru karena itu
penyelenggaraan pembangunan rumah susun berusaha memperbanyak pembangunan rumah
susun, untuk mengimbangi kebutuhan rumah bagi mereka yang berdomisili di kota bersangkutan.
Behkan pemerintah DKI Jakarta bermaksud membangun rumah susun sebanyak 250.0000 buah
rumah susun tahun depan.

I. PENDAHULUAN

1. PENGERTIANNYA

a. Rumah susun dan satuan rumah susun.
Rumah susun adalah bangunan gedung

bert ingkat,  yang dibangun dalam suatu
lingkungan, yang dibagi dalam bagian-baglan
yang distrukturkan secara tungsional dalam
arah horizontal dan vertikal dan meruoakan
satuan-satuan yang masing-masing dan dapat
dimi l ik i  serta digunakan secara terpisah,
terutama - demikian Undang-undang Rumah
Susun Untuk Tempat Hunian, yang dilengkapi
dengan apa yang disebul "bagian bersama",
"tanah bersama", dan "benda bersama". (Budi
Harsono, 1995 : 272)

Sedangkan hak milik atas satuan rumah
susun bukan hak atas tanah, melainkan
berkaitan dengan lanah. Demikian pula hak
mil ik atas saluan rumah susun terdapat
pengaturannya dalam Undang-Undang No. l6
tahun 1985 (LN. 1985 -  75:T1N.3317)

b. Bagian-bagian yang dapat dimiliki.
Bagian-bagian yang dapat dimiliki dan

digunakan secara terpisah tersebut diberi
sebutan "Satuan Rumah Susun". Satuan rumah
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susun harus mempunyai sarana penghubung
ke jalan umum, tanpa menganggu dan tidak
boleh melalui satuan rumah susun yang lain.
2. HAK MILIK ATAS RUMAH SUSUN

a. Hak milik alas Satuan Flumah Susun itu
disebut "Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun", yang bersilat perorangan dan
terpisah. Selain pemil ikan atas saluan
rumah susun ter lentu,  hak mi l ik atas
satuan rumah susun yang bersangkutan
meliputi iuga hak pemilikan bersama atas
apa yang di alas disebut "bagian bersama",
"lanah bersama" dan "benda bersama".
Semuanya merupakan satu kesaluan yang
tidak terpisahkan dari pemilikan satuan
rumah susun yang bersangkutan.

b. Bagian-bagian adalah bagian-bagian dari
rumah susun yang dimiliki bersama secara
tidak terpisah oleh pemilik satuan rumah
susun dan diperuntukkan pemakaian
bersama, sepert i  l i t t ,  tangga, lorong,
fondasi, atas bangunan, ruang unluk umum
dan lain-lain.

c. Tanah bersama adalah sebidang tanah
tertentu di atas mana bangunan Rumah
Susun yang bersangkulan berdiri, yang
sudah pasti status hak, balas-batas dan
luasnya. Tanah tersebul bukan milik para
pemil ik satuan rumah susun yang ada
dilantai dasar. Akan tetapi seperti halnya
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"bagian bersama" juga merupakan milik
bersama dari semua pemilik satuan rumah
susun dalam bangunan rumah susun yang
bersangkutan.

d. Benda bersama adalah benda-benda dan
bangunan-bangunan yang bukan
merupakan bagian dari bangunan gedung
rumah susun yang bersangkutan, tetapi
berada di  atas " tanah bersama" dan
diperuntukkan bagi pemakaian bersama.
Misalnya seperti bangunan tempat ibadah,
parkir ,  o lah raga, pertamanan, tempat
bermain anak-anak dan lain-lain.
Benda-benda dan bangunan-bangunan
tersebut juga merupakan mi l ik bersama
yang t idak terpisah dar i  semua pemil ik
saluan rumah susun.
Besarnya bagian atas "bagian bersama",
" tanah bersama" dan "benda bersama"
tersebut, masing-masing didasarkan atas
ni la i  dar i  saluan rumah susun yang
bersangkutan, pada waktu diperoleh
pemil iknya untuk per lama kal i ,  yakni  yang
disebut dengan "n i la i  pe rband ingan
proporsional" .  Ni la i  perbandingan
proporsional  tersebut menentukan iuga
besarnya imbangan kewaj iban masing-
masing pemilik satuan rumah susun dalam
membiayai  pengelolaan dan peng-
operasian apa yang merupakan "mi l ik
bersama" di atas. Biaya pengoperasionalan
dan pengelolaannya merupakan beban
bersama pemilik satuan rumah susun.
Pendaltaran atas hak milik atas satuan
rumah susun termasuk obyek pendaftaran
menurut peraturan pemerintah No. |0
tahun 1961 yang peniabarannya lebih lanjut
diatur dalam peraluran Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 4 /  1989 dan
peraturan Kepala Badan Pertanah an
Nasional No.2 /  1989 tentang pemisahan
rumah susun yang sudah selesai dibangun
dalam satuan rumah susun-saluan rumah
susun, ber ikut bagian bersama, ianah
bersama dan benda-benda bersama dalam
bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya.

Kita ketahui, bahwa hak milik atas satuan
rumah susun selalu mel iput i  pemil ikan atas
Satuan Rumah Susun tersebut, juga p€milikan
bersama alas tanah bersama, bagian bersama
dan benda bersama. Dalam hal ini bila mana
hak milik atas tanah satuan rumah susun bukan
hak alas tanah, tetapi berkaitan dengan tanah.
Padahal satuan rumah susun hanya bisa
dibangun di atas tanah hak milik, hak guna
bangunan dan hak pakai yang diberikan oleh
negara serta hak pengelolaannya. Hal in i
berkaitan pula dengan peraturan Menleri Dalam
Negeri  No. 4 |  1977 lenlang Tata Cara
Permohonan dan Pemberian lzin Penerbilan
Sertifikat Hak Atas Tanah kepunyaan bersama
yang disertai dengan pemilikan secara terpisah
bagian-bagian pada bangurian berlingkat. (Budi
Harsono, 1995 ;  275)

Maka sertitikat hak milik atas satuan rumah
susun tersebut selain meruDakan alat  bukl i
kepemil ikan alas satuan rumah susunnya,
sekaligus juga merupakan alat bukti pemilikan
bersama atas tanah bersama, bagian bersama
dan benda bersama yang bersangkutan,
sebesar nilai perbandingan proporsionalnya.

Seperti di negara bagian New South Wales
(Australia) misalnya, untuk tanah bersama,
bagian bersama dan benda bersama tersebut,
yang disebut "common Property" diterbilkan
satu sertifikat tersendiri atau nama suatu "body
corporate". Seperti dalam Undang-UndangNo.
16/1985 :  Perhimpunan Penghuni,  yang
diielaskan dalam Undang-Undang ini, bahwa
para pemil ik saluan rumah susun atau
penghinunya berkewai iban membenluk apa
yang disebut "perhimpunan penghuni" .
Perhimpunan penghuni ini merupakan badan
hukum, yang bertugas mengurus kepenlingan
bersama para pemilik satuan rumah susun dan
penghuninya, yang bersangkutan pemilikan dan
penghuninya, agar terselenggara kehidupan
bersama yang tert ib dan aman dalam
l ingkungan yang sehat dan serasi
Perhimpunan penghuni  tersebul  dapat
menunjuk dan membentuk suatu badan
pengelola,  yang bertugas melaksanakan
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pemeliharaan dan perbaikan rumah susun dan
bagian-bagian yang merupakan milik bersama
dan dipergunakan bersama serta kegiatan-
kegiatan lain yang bersangkutan dengan itu.

Dalam peraturan pemerintah No. 4 tahun
1988 diatur secara r inci  hal-hal  menoenai
perhimpunan penghuni dan badan peng'elola
tersebul. Maka dapat dikatakan, sebagai badan
hukum yang mewaki l i  para pemil ik satuan-
satuan rumah susun yang ada. pemil ikan
oersamanya letap ada pada pemilik satuan-
satuan rumah susun yang bersangkutan,
masing-masing sebesar ni la i  perbandingan
proporsionalnya.

I I .  MASALAH HUKUM DAN PENGATUR-
ANNYA

1. MekanismePemecahannya

a. Terdapatnya bangunan-bangunan gedung
bertingkat, bukanlah fenomena baru di Indone_
sia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta.
Surabaya dan la in- la in nya. Bangunan-
bangunan gedung bertingkat, yang terdiri atas
bagian-bagian yang dihuni  atau digunakan
secara pribadi, terpisah satu dengan yang lain,
di  bidang hukum t idak menimbulkan masalah.
apabi la penguasaannya berdasarkan sewa,
seperliyang pada umumnya teriadi dewasa ini.
Hak-hak dan kewai iban-kewaj iban pa ra
penyewa masing-masing dan pe mi l ik
bangunan, hubungan antara penyewa,
pengelolaan bagian-bagian gedung dan
pengoperasian peralatan-peralatan yang
digunakan bersama, semuannya dapal diatur
dalam per janj ian sewa-menyewa yang
bersangkutan.

Persoalan t imbul,  apabi la para pemakai
ingin memiliki secara pribadi bagian bangunan
yang dipakainya. Apakah menurut hukum hal
itu dimungkinkan, sebab secara fisik baoian-
bagian tersebut tidak dapat dipisah-pisaikan
dan merupakan satu kesatuan dengan bangu-
nan gedungnya. Demikian dar i  mereka yang
hukumnya menggunakan asas,accessie ' .

Dan bi lamana pun d im u ng kinkan,

bagaimana dengan pemil ikan bagian-bagian
gedung yang karena tungsinya harus
digunakan bersama. Bagaimana pengaturan
dan pembiayaan pengelolaan serta pengop-
erasian peralatan yang digunakan bersama.
Sebab setelah satuan fumah susun ter.iual,
pembangun bangunan yang bersangkutan akan
mengundurkan diri, Bagaimana dengan tanah
di  a las mana bangunan gedung yang
bersangkutan berdiri, karena hanya bagian_
bagian yang dilantai dasar saia yang secara
f is ik berhubungan langsung dengan tanah
tersebut.

b.  Negara-negara yang h u kumnya
menggunakan azas -  accessie,  menyelesaikan
masalahnya dengan menerbi tkan undang-
undang, yang memungkinkan pemilikan bagian-
bagian bangunan yang dimaksudkan tersebut
secara pr ibadi  dan bagian-bagian yang lain
serta tanahnya sebagai  mi l ik  bersama.
Misalnya negeri Belanda menggunakan apa
yang disebul "Aparlementen Wet", Singapura
mengunat(an apa yang disebut, ,Land Ti  e
Skata Act", akan tetapi negara-negara bagian
Amerika Serikat mengadakan berbagai ,,Con-
dominium Laws".

Sedangkan untuk Indonesia mengenai
hukumnya dan pemecahannya tentang
bangunan-bangunan gedung bertingkat seperti
tersebut di atas, yang terdiri atas bagian-bagian
yang dapat dihuni  dan dapat dimi l ik i  secara
pribadi yang terpisah antara yang satu dengan
yang la in.  tentang hukumnya t idak
menimbulkan kesulitan, asalkan penguasannya
didasarkan atas hubungan sewa-menyewa.
Maka untuk selanjutnya diadakan pengaturan
secara ter inci .

2.  TENTANGPENGATURANNYA

a. Menjelangditerbi tkannyaUndang-undang
rumah susun tersebut,  maka oleh Menler i
Dalam Negeri dikeluarkan 3 peraturan, yang
memungkinkan di terbi tkannya Surat Tanda
Bukt i  Pemil ikan atas Bagian-Bagian yang
dimaksudkan tersebut,  vai tu l
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1 . Peraturan Menteri Dalam Neoeri No. 14
tahun 1977 tentang pendaftaran hai atas tanah
kepunyaan bersama dan pemil ikan bagian-
bagian bangunan yang diatasnya serta
menerbitkan sertif ikatnya.
2. Peraturan Menter i  Dalam Negeri  No. 4
tahun 1977 tentang Penyelenggaraan Tata
Usaha Pendaftaran Tanah mengenai Hak Atas
Tanah Yang Dipunyai Bersama dan pemilikan
Bagian-Bagian Bangunan yang Ada di Atasnya.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 10
tahun 1983 tentang Tata Cara permohonan dan
Pemberian lzin Penerbitan Sertifikat Hak Tas
Tanah Kepunyaan Bersama yang Disertai
Dengan Pemilikan Secara Terpisah Bagian-
Bagian pada Bangunan Bert ingkat (Budi
Harsono ; Hukum Agraria Indonesia I, halaman
275, ibid kode c Ig tentang Tuiuan Agrarische
Wet, kode 21 C tentang Agrarisch Besluit dan
kode C 38 tentang P€initia Agraria yogya yang
memual anlara lain : Panitia bertugas memberi
pertimbangan kepada pemerintah tentang soal-
soal  mengenai hukum tanah seumumnya;
merancang dasar-dasar hukum tanah yang
memuat politik agraria R.l.; merancang peroba-
nan, pergant ian,  pencabutan peraluran-
peraturan lama baik dar i  sudut legeslat i f
maupun dari sudut praktis dan menyelidiki soal-
soal  la in yang berhubungan dengan hukum
tanah.

Mengenai asas-asas yang akan
merupakan hukum dasar Agraria / hukum tanah
yang baru, Panitia mengusutkan :
a.  d i lepaskannya asas domein dan

pengakuan hak Ulayau
b. diadakan peraturan yang memungkinkan

adanya hak perseorangan yang kuat, yaitu
hak mi l ik  yang dapat dibebani  hak
tanggungan. Pe me r intah hendaknya
Jangan memaksakan dengan peraturan
perkembangan hak perseorangan itu dari
yang paling lemah sampai yang paling kuat;
perkembangan itu hendaknya diserahkan
saia kepada usaha rakyat sendir i  dan
paguyupan hukum kecil. Sebaiknya pemer-
intah memberi  st imulans yang sebesar-

Desarnya untuk mempercepal
perkembangan tersebut.;

c.  Supaya diadakan penyet idikan dahulu
dalam peraturan-peraturan negara-negara
lain,  terutama negara-negara tetangga,
sebelum menentukah apakah orang-orang
astng dapat pula mempunyai hak atas
tanah;

d. Per lunya ada penetapan luas manimum
tanah untuk menghindar i  paupr isme
diantara petani kecil dan memberi tanah
yang cukup untuk hidup yang patut
sekal ipun sederhana. Untuk Jawa
diusulkan dua hektar (tidak dijelaskan satu
orang atau satu keluarga tani);

e. Perlunya ada penetapan luas maksimum.
Untuk di  Jawa diusulkan 10 hektar dan
tidak memandang macamnya tanah (tidak
di ie laskan untuk salu orang atau salu
keluarga).  Sedangkan untuk aderah-
daerah luar Jawa dipandang per lu untuk
melakukan penyel id ikan lebih lanlut ;

L Dianjurkan untuk menerima skema hak-
hak tanah yang diusulkan oleh Sarimin
Reksodihar io (dimuat dalam majalah
AGRARIA tahun ke 1 no. 3):

g. Perlunya diadakan registrasi tanah milik
dan hak-hak menumpang yang pent ing.
Hak-hak yang bersandar alas hukum yang
berlaku untuk bangsa Eropa perlu diubah
dahulu dengan hak-hak Indonesia yang
diusulkan Sar imin i tu (Sar imin
Reksodihardjo adalah Kepata Bagian
Agrar ia Deparleman Dalam Negeri) .

Peraturan-peraturan tersebut di  a las
adalah berdasarkan atas talsiran. bahwa dalam
hukum Indonesia dimungkinkan pemil ikan
secara pribadi bagian-bagian tersebut, karena
hukum Indonesia menggunakan apa yang
disebut "asas pemisahan hor isontal" ,  yai tu
asasnya hukum adat, yang merupakan dasar
hukum Tanah Nasional Kita. Dalam rangka asas
tersebut setiap benda yang menurut wujud dan
tujuannya dapat digunakan sebagai  salu
kesatuan yang mandiri, dapat meniadi obyek
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pemilikan secara pribadi. Karenanya bagian-
bagian suatu bangunan gedung bertingkat yang
menurut wujud dan lujuannya masing-masing
dapat digunakan secara mandir i ,  menurut
hukum ki ta dapat dimi l ik i  secara pr ibadi .
Berkaitan dengan persoalan tersebut, bahwa
dalam penjelasan peraturan No. l4 tahun 1 975
i tu dinyatakan :  . . . .  peraturan in i  bukan
menciptakan peraturan hukum materiil baru,
melain kan hanya menyempurnakan dan
melengkapi kete n tu an -  kete ntua n mengenai
penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang
diatur dalam peraturan pemerintah No. i 0 tahun
1961 , untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
dewasa ini".

Sehingga obyek utama yang didaltar ialah
tanahnya. Surat  tanda bukt i  hak vano
diterbi tkan berupa sert i f ikal  hak tanah vani
dipunyai  bersama. dengan menunluikai
secara khusus kepada bagian yang dimi l ik i
secara individual oleh pemegang sertifikat. Ada
sertifikat induk yang ditahan / disimpan di kantor
pertanahan. Dan ada sert i f ikat-  sert i f ikat
pemil ikan bersama tanahnya, yang masing-
masing menunjuk kepada bagian tertentu yang
dimi l ik i  secara pr ibadi .

Sesungguhnya dalam hal tersebut oranq
masih meragukan kebenaran Menten Dalam
Negeri itu. Akan tetapi dengan diterbitkannya
Undang-Undang Rumah Susun, apa yang pada
awalnya diragukan tersebut memperoleh
kepastian, yaitu berupa ketentuan-ketentuan
undang-undang. Karena secara tegas
disebutkan, bahwa dimungkinkan bagian-
bagian gedung yang dimaksudkan secara indi-
v idual ,  dengan hak mi l ik atas satuan rumah
susun. Sedangkan bagian-bagian lainnya yang
digunakan bersama, yaitu tanahnya, menjadi
milik bersama yang tidak terpisah dari semua
pemilik satuan rumah susun masing-masing,
sebagaimana telah diuraikan di  atas,
merupakan bagian-bagian yang t idak
terpisahkan dari pemilikan satuan rumah susun
yang bersangkutan.

Maka untuk pengelolaan dan
pengoperastan peratatan yang dig u nakan

bersama para pemilik satuan rumah susun atas
mil ik bersama tersebut,  karenanya pemil ik
satuan rumah susun lersebut diwaj ibkan
membentuk suatu badan hukum, yang disebut
"Perhimpunan Penghuni" .  Sehingga
pembrayaan pengelolaan dan pengoperasian
milik bersama tersebut menjadi beban bersama
pa ra pemil ik bersama, masing-masing
sermbang dengan n i la i  perbandingan
proporsional  kepemil ikannya.

III. TUJUAN UTAMA OISUSUNNYA UNDANG
.UNDANG RUMAH SUSUN

1. Meskipun tujuan utama disusunnya
undang-undang rumah susun ini ,  adalah untuk
memberikan landasan .  hukum baoi
pembangunan gedung bert ingkat Oenga-n
bagian-bagiannya untuk dihuni terutama bagi
gotongan masyarakat yang be rpenghasi lan
keci l ,  akan tetapi  kete ntuan- ketentuannva.
menurut pasal  24 Undang-Undang tersebut,
oengan penyesualan-penyesuaian seperlunya,
dpat diperlakukan untuk bangunan-bangunan
keperluan lain, seperti Perkantoran, pertokoan
dan keperluan lainnya.

Berkai lan dengan persoalan tersebut di
atas, terdapat suatu pengertian, "pembangunan
secara mandir i " ,  bagi  pembangunan rumah
susun dalam satu l ingkungan yang digunakan
semata-mata untuk tempat hunian. Demikian
pula pembangunan secara terpadu, bagi
pemDangunan rumah susun-rumah susun satu
l ingkungan dengan peruntukkan campuran.
Satuan atau blok mana untuk hunian dan blok
mana untuk keperluan lainnya. Bahkan dapat
juga satu bangunan dimungkinkan untuk
penggunaan campuran.

Maka ketentuan-ketentuan undang-undang
rumah susun tersebut dapat diber lakukan bagi
pembangunan rumah susun yang terdiri atas
satuan rumah susun -  satuan rumah susun
mewah (Budi Harsono, 1995 .277).

Demikian pula disusunya undnag-undang
rumah susun tersebut, adalah untuk menjamin
kepast ian hukum bagi pembangunan rumah
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susun-rumah susun di  daerah-daerah yang
penduduknya sangal padat, sedangkan luas
tanah yang tersedia untuk perumahan sangat
terbatas. Maka untuk itu perlu diimbangi dengan
peningkatan pembangunan rumah susun untuk
memenuhi kebutuhan perumahan, terumata
bagi rakyat berpenghasilan rendah. Lebih-lebih
di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya
yang penduduknya kian membengkak, karena
telah berdiri perusahaan besar dan kecil yang
dapat menyerap tenaga keria yang datang dari
daerah-daerah Dedesaan. sudah tenlu
memerlukan tempat tinggal yang tetap.
2.  Kemudian terdapal berbagai hal  untuk
pengaturan tentang satuan rumah susun antara
lain :
a.  Peratuan pemerintah No. 4 tahun 1988

tentang Rumah Susun (LN. 1988-7;
Penjelasannya dalam TLN. No. 3372);

b.  Peraluran Keoala Badan Pertanahan
Nasional No.2 1989 tentang Bentuk dan
Tata Cara Pengisian serta Pendaftaran
Akte Pemisahan Rumah Susun;

c.  Peraluran Kepala Badan Pertanahan
nasional No.4 tahun 1989 tentang Benluk
dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah
serta Penerbitan Sertif ikat;

d.  Khusus untuk daerah Daerah Khusus
lbukota Jakarta; Peraturan Khusus Untuk
Daerah lbukota Jakarta No. 1 Tahun 1991
tentang Rumah Susun di Daerah Khusus
lbukota Jakarta.

3.  Pembangunan rumah susun :

a. Tuiuannya.

Pembangunan rumah susun bertuluan
untuk memenuhi kebutuhan yang layak bagi
rakyat, dengan meningkatkan daya guna dan
hasil guna di daerah-daerah yang penduduknya
sangat padat dan luas tanah yang tersedia
sangat terbatas. Dalam pembangunannya perlu
diperhal ikan antara la in tentang kepast ian
hukum dalam penguasaan dan keamanan serta
pemanlaatannya, kelestarian sumberdaya alam
yang bersangkulan serta pe nciptaan

lingkungan pemukiman yang nyaman, lengkap,
serasi dan seimbang.

b.  Penyelenggara Pembangunan Rumah
Susun.

Pembangunan rumah susun diseleng-
garakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha
mil ik Swasta yang bergerak di  b idang
Pembangunan Perumahan dan Swadaya
Masyarakat. Badan usaha milik swasta harus
merupakan badan hukum Indonesia,  yang
bermodal murni  nasional alau merupakan
usaha patungan dengan modal asing, sesuai
ketentuan penanaman modal asing.

Penyelenggara pembangunan rumah
susun harus memenuhi syarat sebagai subyek
hak atas tanah, di  a las mana rumah susun
bersangkutan dibangun. Sebab selain akan
menjadi  pemi l ik  bangunan gedung yang
dibangunnya, ia sejak sebelum rumah susun
tersebut dibangun, harus sudah menjadi
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

c. Tanah Untuk Pembangunan Rumah Susun.

Maka rumah susun hanya dapat dibangun
di atas tanah hak milik, hak guna bangunan dan
hak pakai yang diberikan olehnegara serta hak
pengelolaan. Khusus bagi  penyelenggara
pembangunan rumah susun yang membangun
rumah susun di  atas tanah hak pengelolaan.
ada kewai iban untuk menyelesaikan ter lebih
dahulu pemberian hak guna bangunan atau hak
pakai  d i  atas hak pengelolaan tersebut,
sebelum diperbolehkan menjual  satuan-satuan
rumah susun yang bersangkutan. Dalam hal in i
maka hak mi l ik atas satuan rumah susun yang
bersangkutan mel iput i  pemi l ikan bersama
tanah yang berstatus hak guna bangunan
iersebut,  yang membebani hak pengelolaan
penyelenggara pembangunan rumah susun.

Lokasi  tanah tempat bangunan rumah
susun ditunjuk oleh Kepala Kantor Perlanahan
Kotamadya / Kabupalen, berdasarkan Rencana
umum/Detai l  Tata Ruang Daerah Tingkat l l

7 intauan l  rkt ts t t  Dturng I 'a t i l i ldn hdRtat-Bdqnn
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yang bersangkulan.

d. Persyaratan pembangunan rumah susun.

Pembangunan rumah susun haru s
m6m€nuhi berbagai persyaralan teknis dan
administralil yang ditelapkan dalam peraturan
pemorinlah No. 4 lahun 1988 tersebut di atas.
Sebenarnya porsyaratan teknis pembangunan
rumah susun lebih b€ral daripada persyaralan
untuk p€mbangunan bangunan gedung biasa,
sebab mengenai bangunan gedung berlingkat
yang akan dihuni banyak orang, ka.enanya
perlu diiamin keamanan dan keselamalan serla
kenikmatan bagi para penghuni yang
bersangkutan.

Oleh karena i lu penyerenggara
pembangunan rumah susun waiib mempunyai
iiin mendirikan bangunan (lMB) dari pemerintah
lingkat ll yang bersangkutan. Maka unluk itu
waiib disorahkan antara lain:
1 . Sertilikal hak atas tanah dari tanah di atas
mana akan dibangun bangunan gedung yang
bersangkutan di atas alas nama Penyelenggara
Pembanguanan Rumah Susun;
2. Rencana Tapak, yaitu rencana tata letak
bangunan yang akan dibangun;
3. Gambar rencana arsllektur, yang memuat
denah, potongan beserla perlelaannya, yang
menuniukkan dengan jelas batasan secara
vertikal dan horisoanlal dari tiap satuan rumah
susun serta lokasinya:
4. Gambar rencana slruklur bes€r la
perhitungannya;
5. gambar rencana yang menuniukkan
dengan ielas bagian-bagian bersama, tanah
bersama. dan benda bersama:
6. Gambar rencana iar ingan air  bersih,
iar ingan l is t r ik ,  jar ingan gas, saluran
pembuangan air  l imbah, dan lain- la innya,
demikian iuga instalasi dan perlengkapannyai
7. Nilai perbandingan proporsional dari tiap
satu rumah susun.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 4 iahun
1988 memual secara rinci tenlang berbagai
persyaratan teknis dan adminislralit yang walib

dipenuhi dalam pembangunannya, seperti telah
disinggung di alas, bahwa satuan rumah susun
harus mempunyai sarana penghubung ke jalan
umum, tanpa menganggu dan t idak
bolehmelalui satuan rumah susun yang lain.
Satuan rumah susun dapat berada pada
permukaan tanah, di  atas atau di  bawah
permukaan tanah, atau sebagai  d i  a las
sebagian di bawah permukaan lanah.

Unluk dimungkinkan mendapal cahaya
langsung secara alami, saluan rumah susun
untuk hunian yang merupakan bagian dar i
rumah susun yang dibangun dalam satu
l ingkungan, l idak dibenarkan dibangun di
bawah permukaan tanah, kecual i  dalam
keadaan terpaksa. Keberadaan satuan rumah
susun di  bawah permukaan tanah,
dimungkinkan bagi satuan rumah susun yang
bukan untuk hunian. Nam,un dalam hal
demikian harus dipenuhi berbagai persyaratan
mengenai konstruksi ,  peredaran udara,
hubungan ke dalam maupun keluar serta
pengamanan bilamana teriadi hal-hal yang
dapat membahayakan.

IV. TENTANG HAK BAGI PENYELENG.
GARA PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

'1. Berkat adanya Undang-Undnag Rumah
Susun t idak diragukan lagi ,  terulama bagi
penyelenggara pembangunan rumah susun,
berhak untuk menjual tiap-tiap satuan rumah
susun yang merupakan bagian-bagian dar i
rumah susun yang dibangunnya secara indi-
v idual ,  ber ikut hak bersama atas bagian
bersama, tanah bersama, dan benda bersama
yang bersangkutan, sesuai  dengan ni la i
perbandinganproporsionalnya masing-masang.
Penjulan hanya dapat di lakukan kepada
perorangan dan badan-badan hukum yang
memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas
tanah bersamanya. Demikian juga ia berhak
unluk menyewakan satuan rumah susun -
saluan rumah susun tersebul kepada pihak'
pihak yang membutuhkannya.
2.  Untuk pembiayaanrumah susun yang

f iniauon I uridis tentang l'e,ntltl'an Eagian-Bogrtn
.ltas Sohnn Runuh s sun
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bersangkutan, dibuka kemungkinan bagi
penyelenggara pe m bang u n an ru m a h susun
unluk memperoleh kredir  pembangunannya
dengan menggunakan selain tanah yang sudah
dipunyainya, iuga bangunan gedung yang
masih akan dibangunnya dengan kredit yang
diperolehnya sebagai jaminannya. Tanah
serikut bangunan tersebut dapal dibebani Hak
Tanggungan (Hipot ik) ,  i ika tanah yang
bersangkulan berstatus Hak Mi l ik dan Hak
Guna Bangunan, atau Hak Fedusia,  kalau
berstatus Hak Pakai.

Penunjukan bangunan yang kan dibangun
dengan kredi t  tersebut sebagai jaminannya
dengan dibebani Hak Tangunggungan (hipotik),
harus secara tegas disebutkan dalam akta
pembeliannyd. (Budi Harsono, 1995 ;280).
3. Yang dimaksud Hak Jaminan Alas Tanah
adalah hak penguasaan yang secara khusus
dapat diberikan kepada kreditur, yang memberi
wewenang kepadanya untuk, jika debitur cidera
ianii, menjuallelang tanah yang secara khusus
pula dituniuk sebagai angunanpiutangnya dan
mengambil seluruh atau sebagai hasilnya untuk
pelunasan piutangnya tersebut,  dan hak
mendahulu dari pada kreditur-kreditur yang lain.

Meskipun t idak diatur dalam peraturan
perundang-undangan, bahwa Fedusia
merupakan lembaga hukum yang hidup dan
pada kenyataannya diper lukan oleh
masyarakat.  Bahkan sejak Pemerintahan
Hindia Belanda dahulu, dibenarkan dan diakui
oleh Yur isprodensi  sebagai  lembaga hak
laminan atas tanah bagi tanah - tanah yang oleh
undnag-undang tidak dituniuk sebagai obyek
Hipotek atau Credietverband, tetapi memenuhi
syarat untuk dijadikan jaminan, yaitu hak-hak
atas lanah yang diebani hak iaminan atas
tanah, merupakan angunan bagi suatu kredit
yang diberikan atau jaminan bagi pelunasan
suatu piutang tertentu.  Dengan adanya
kelenluan dalam undnag-undang rumah susun
tersebut, Fedusia sebagai lembaga hak atas
lanah dikukuhkan keberadaannya dalam
Hukum Tanah Nasional positil kita. Akan tetapi
untuk mencegah penyelahgunaannya, dibatasi

PF.RSPF.KIII-tnlu"tt ) \o I lahun 199:, Ldtst O*h)htt

pada hak pakai yang diberikan oleh negara

Bangunan rumah susun yang dibangun di
atas tanah hak pengelolaan, yang dimaksudkan
dalam uraian di depan, bahwa rumah susun
hanya dapat dibangun di atas tanah hak milik,
hak guna bangunan dan hak pakai  yang
diberikan oleh negara serta hak pengelolaan.
Maka khusus bagi  penyelenggara
pembangunan rumah susun yang membangun
rumah susun di atas tanah hak pengelolaan,
ada kewaj iban untuk menyelesaikan lebih
dahulu pemberian hak guna bangunanalau hak
pakai  d i  atas hak pengelolaan lersebul ,
sebelum diperbolehkan menjual satuan-satuan
rumah susun yang bersnagkutan. Mengenai hal
tersebut juga dapat di  Fedusia-kan, tanpa
mengikut sertakan hak atas tanahnya.

4. Hak tangunggan (hipoi ik)  dan Fedusia
pemberiannya di lakukandengan akta PPAT,
dalam rangka pemenuhan syarat,  aktanya
harus berbentuk ouient ik,  sekal igus memuat
keterangan mengenai piutang dan iumlahnya
yang di lamin serta tanah yang mana yang
diiadikan iaminan.

Pemenuhan syarat publisitasnya dilakukan
dengan pendaltaran hak tangungan (hipotik)
dan fedusia lersebul pada kantor pertanahan.
Unluk hak tangunggan (hipotik) dengan cara
membuat buku tanah dan sertilikatnya, diikuti
dengan pencatatannya pada buku tanah dan
sertifikat hak milik atau hak guna banguna yang
di jadikan jaminan. Sert i f ikat  hak tangungan
(hipot ik)  terdir i  atas sal inan buku tanah dan
salinan akte pemberiannya, yang dijilid meniadi
satu sampul dokumen. Ser l i t ikat  h ipot ik
tersebut merupakan surat tanda bukti adanya
hipot ik yang dibebankan (pasal  14 ayat 3
UU RS).

Oleh karena tidak ikut membebani hak atas
tanahnya, pemberian fedusia atas bangunan di
atas tanah hak pengelolaan t idak di lakukan
dengan akta PPAT, melainkan dengan akla
Notaris.

'l-niauan l rrlts tc tanE I't,itlltkun Rdgidn Btciu,t
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5. Tatacara pembebanan hak tangunggungan dilakukan pada buku tanah dan sertifikat Hak
atau hipot ik in i  yang diatur dalam pasal l4 Pakai yang dibebaninya;
UURS, pada hakekatnya merupakan Sedangkan yang di jadikan jaminan hanya
pengukuhan tatacara yang diatur dalam PP No. bangunan gedungnya, karenanya pemberian
'1 0 /  1961. Untuk memberikan kepast ian fedusia di lakukan dengan akte Notar is,  tetapi
mengenai "kelahirannya", ditetapkan secara yang merupakan surat tanda buktinya adalah
past i ,  bahwa tanggal pembuatan buku grose aktanya, Sebagai mana telah diketahur,
tanahnya, adalah tanggal yang ditetapkan tujuh bahwa hak pengelolaan tidak memenuhisyarat
hari setelah penerimaan secara lengkap suraG untuk dijadikan iaminan hutang (lihat bagian 3-
surat yang diperlukan bagi pendaftarannya oleh 4 di muka).
Kantor Pertanahan Kabuoaten atau Kotamadva
yang bersangkutan atau jika hari ke tuiuh iatuh 8. Agar lebih memudahkan penjualan satun
pada har i  l ibut maka buku rumah susun (  satuan rumah susun yang
lanah vang bersangkutan bersarqkdan)
diber i  ianooal har i  ker ia I  :  Kepaoa para

o"rirrt"v"' iun;;;";; i ;  I  MesIiPun titoft dtatur datam petaturan ! o e m i n.a t
tanggal  kerahiran hak I  perundang-undangon, 6ahwa fedusia :  1 i  j . . i  I  '
l"n gs:lsr: (hipotik) adalah .1' 

^, 
*pa\oi tmbaga hufrum yang hidup dan pada I ;, ii: : l,? 

-
hari  d ibuatnva buku tanah l . ' -  - r - -  - - -  

I  :  ;  t  , t .  t  , .  I  KlnKan luga

il;;iiift[#'" 
'-""" a Eenyatoannyo diper[ufron oteh masyarafr.at i d ia d a i; n

6 Ketentuan 
'i'l 9"j"T I d,ahutu, diienarkan dan tiafr.ui ofcft t d^i^t 

^" 
b^f t

pasai 14 lersebul '  |  
- - , . - ---^r- , , - '  ^-c--- :  r - . -c---  L '  

Hova l 'ar '
yangpentlng uagi ; 

'l-urisprode nsi sebagai [ern6oga hnh jamircn atas I tt at"' hak
penggunaan kemudahan I tonoh 6agi caLnah - tonsft yang okh undnag- i tanggungan
tata cara eksekusi, u!9 'rundang iidat dnunju| sebagai- obvefr. utpoteh. I llf:_ll)..11^khusus disediakan anlara |  '^  , .  ,
i"i""u"gr"ki"diiJ,;"rlg""s I atau Crdicwer\and, tetapi mentenuhi s/drot | ,n".o1ll"i
hipotik, adalah pernyaiaan I utrtu| diiadlh.an iaminon, yoitu hak-haft ct45 I bangunan
bahwa sert i t ikat  h ipot ik
sebagaiman a d imaksud
dalam ayal  3 mempunyai
kekuatan eksekutorial dan
dapat dilaksanakan sebagai
keputusan pengadilan.

Aktepemberian hak
tangungan, yang dibuat oleh PPAT bukan Fedusia yang bersangkutan, masing-masing
pengganti grosse akte hipotik yang dibuat oleh untuk seluruh lumlah kreditur yang dijamin.
Ovve rschr i jv ings Amtenaar,  karena dengan Sedangkan menurut hukumnya yang
dibuatnya akta PPAT tersebut hak tangungan berlaku, semula hak tanggungan (hipotik) dan
(hipot ik)  yang diber ikan belum lahir .  Oleh fedusia t idak dapat dibagi-bagi ,  art inya t idak
karena hak tanggungan tersebut baru lahir  pada dapat dihapus sebagian dengan jalan
waktu dibuat buku tanahnya. PPAT juga t idak membayar kembal i  hutangnya, secara
membuat grosse akte-akte yang dibuatnya. angsuran (per iksa pasal 1163 KUHP).

Akan tetapi dalam undang-undnag rumah
7. Untuk Fedusia,  pencatatannya hanya susun hal  tersebut dimungkinkan, yai tu

I t nL!tkn 1 ur kl t i k n tun!< l'r n i I tAun Bdrid n- BdRkl

. l t t1\  \utudn t luntdl t  su\  n
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"menghapus" atau "meroya" sebagian hak tang-
gungan (hipotik) dan fedusia yang ada, yang
dikenal dengan sebut "Roya Partial". Roya Par-
t ia l  dalam hukum ki ta merupakan lembaga
hukum baru, yang memungkinkan penyelesaian
praktis mengenai pembayaran kembali secara
bertahap, kredi t  yang digunakan untuk
membangun rumah sususn.

Pemberian hak tanggungan (hipotik) dan
fedusia tersebut dapat diperianiikan, bahwa
pelunasan hutang yang dijamin dapat dilakukan
dengan cara angsuran, sesuai dengan tahap
penjualan satuan rumah susun-satuan rumah
susun yang bersangkutan, yang besarnya
sebanding dengan satuan rumah susun yang
teriual. Dengan dilakukannya pelunasan secara
bertahaD. maka satuan rumah susun yang
harganya telah dilunasi dan telah digunakan
untuk membayar angsuran lersebut karenanya
terbebas dari hak tanggungan (hipotik) atau
fedusia yang semula membebaninya. Maka
satuan rumah susun yang sudah lerbebas dari
beban jaminan tersebut,  kemudian dapat
dipergunakan sebagai  iaminan untuk
memperoleh Kredi t  Pemil ikan Rumah (KPB)
atau yang lainnya, dengan pembebanan hak
tanggungan (hipotik) atau fedusia yang baru

Sedangkan untuk selanjutnya ruman-
rumah tersebui hanya dibebani hak tanggungan
(hipotik) atau fedusia pada bagian yang belum
terjual untuk meniamin sisa hutang yang belum
di lunasi  (Budi Harsono, 1995; 283).

Demikian pula di  dalam ketentuannya
bi lamana debi tur  t idak dapat memenuhl
kewai ibannya membayar lunas hutangnya
sesuai dengan perianjian, bahwa pemegang
hak tanggungan (hipotik) atau fedusia berhak
untuk memperoleh pelunasan piutangnya
dengan cara menjual  le lang tanah yang
diiadikan jaminan.

Dalam undang-undang rumah susun diberi
kemungkinan untuk diper jani ikan dalam
pemberian hak tanggungan (hipol ik)  atau
fedusia yang bersangkutan, bahwa
penyelesaian utang-piutangnya dapat dilakukan
dengan cara penjualan di  bawah langan'

apalbi la dengan cara demikian akan dapat
harga yang lebih baik.  Dengan demikian,
secara analogi dapat diberlakukan lerhadap
pembebanan hak tanggungan (hipot ik)  dan
ledusia pada umumnYa, sebab t idak
menganggu keseimbangan dalam pemberian
per l indungan kepada para pihak yang
bersangkutan dalam hubungan hutang piutang,
demikian di atur dalam kelenluan-ketentuan
undang-undang rumah susun tersebut.

V. PENJUALAN SATUAN RUMAH SUSUN.
.l . Yang boleh membeli saluan rumah susun.

Membel i  satuan rumah susun berarta
meniadi  pemegang hak mi l ik satuan rumah
susun. Selain pemil ikan secara indiv idual ,
satuan rumah susun yang diberinya, hak milik
saiuan rumah susun meliputi hak bersama atas
tanah bersama yang bersangkutan, maka
dengan sendirinya pembeli satuan rumah susun
harus memenuhi syarat  untuk menjada
pemegang hak atas tanah tersebut.  Maka
apabi la tanah bersama yang belsangkutan
berstatus hak mi l ik,  yang boleh membel inya
terbalas pada perorangan warganegara Indo-
nesia tunggal  dan badan-badan hukum
tertentu, yang dimungkinkan menguasai lanah
dengan hak milik. Apabila berslatus hak guna
bangunan, selain para warga negara Indone-
sia, terbuka juga bagi badan - bdan hukum In-
donesia, yaitu yang didirikan menurut hukum
Indonesia,  dan berkedudukan di  Indonesia
untuk membeli dan memilikinYa.

Sedang bagi  orang asing Yang
berkedudukan, dalam arti berlempat tinggal di
lndonesia dan badan hukum asing yang
mempunyai perwakilan di Indonesia, terbuka
kemungkinan untuk membel i  dan meniada
pemilik satuan rumah susun. bila mana lanah
yang bersangkutan berstatus hak pakai. Jika
tanah bersamanya bertatus hak milik atau hak
guna bangunan, mereka hanya mungkin
menggunakan suatu satuan rumah susun atas
dasar sewa dar i  penyelenggara pembangunan
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rumah susun (PpRS) yang masih menjadi
pemegang hak milik satuan rumah susun atau
pihak lain pemilik satuan ruamh susun yang
bersangkutan.

2. Kewa,iban Penyelenggara pembangunan
Rumah Susun

Maka satuan rumah susun-satuan rumah
susun baru boleh mulai  d i jual ,  j ikalau
pembangunan f is ik rumah susun yang
bersangkutan dan segala bagian sert i
peralalan per lengkapannya sudah selesai
selu.ruhnya, sesuai dengan IMB yang
diterbitkan serta dipenuhi segala persyaratan
administrat i tnya. Untuk i tu penyelenggara
pemDangunan satuan rumah susun waiib :
a. Mengaiukan permohonan kepada Femda
dan memperoleh ijin kelayakan untuk / dari
Pemda. ljin tersebut baru akan diberikan. iika
pelaksanaan pembangunannya, dar i  segi
arsi teklur,  konstruksi ,  instalasi ,  dan
perlengkapan bangunan lainnya telah benar_
Denar sesuai  dengan ketentuan dan
persyaratan dalam IMB yang bersangkutan. liin
layak huni diper lukan dalam rangka kese_
lamalan penghunian rumah susun vano
bersangkutan. Selaniutnya ;uga merupakai
syarat bagi  penerbi tan surat tanda bukt i
pemilikan saluan rumah susun yang akan diiual.

Apabi la menjual  satuan ruman susun_
satuan rumah susun tanpa ter lebih dahulu
memperoleh iiin layak huni, merupakan suatu
t indakan pidana, yang diancam dengan
hukuman peniara selama-lamanya 10 tahun
atau denda set inggi- t ingginya Rp.
100.000.000.00

b. Merupakan apa yang disebut pemisahan
rumah susun yang sudah selesai dibangun itu
dalam satuan rumah susun-satuan rumah
susun, berikut bagian bersama, tanah bersama,
dan benda-benda bersama, dalam Dertelaan
yang ielas, dalam bentuk gambar uraian dan
balas-batasnya, sebagai yang diatur dalam
peraturan Kepala Badan pertanahan Nasional

Nomor 2 tahun 1989 tersebut di  muka,
pemisahan tersebut dilakukan denqan suatu
akta yang dibual oleh penyelengga-ra rumah
susun (PPRS) sendir i  dan memerlukan
pengesahan Pemda.

c.  Menyerahkan akte pemisahan tersebut
kepada kepala kantor pertanahan diser iai
sertifikat hak atas tanahnya yang sudah ada
aras nama penyelenggara pembangunan
r.umah susun dan iz in layak huni  yang
diperolehnya dar i  pemda unluk keperluan
penerbi tan sert i f ikat  hak mi l ik atas satuan
rumah susun bagi semua satuan rumah susun
yang menjadi bagian dari rumah susun vano
bersangkutan.

d. Mempunyai sert i f  ikat  hak.mi l ik atas satuan
rumah susun atas semua saluan rumah susun
yang akan di jual ,  maka untuk Dertamakal i
diterbitkan aias namanya. Hak milik atas satuan
rumah susun "lahir" dengan dibuatnya buku
tanah hak milik atas satuan rumah susun vano
bersangkutan, yang ketentuannya terOapai
dalam peraturan Kepala Badan pertanahan
Nasional No. 4 tahun 1989 tersebut dimuka.

Sehubungan dengan sert i f ikat  hak mi l ik
atas satuan rumah susun meruDakan suatu
kreast i  baru dalam perundang-undangan
pertanahan, karena sertifikat tersebut terdiri
atas salinan buku tanah hak miliksatuan rumah
susun seperti tersebut di atas, surat ukur dari
tanah bersama dan gambar denah satuan
ruman susun yang bersangkutan. Kesemu_
annya di j i l id menjadi  satu datam sampul
dokumen yang dengan jelas menunjukkan
tingkat rumah susun, letak satuan ruman susun
tersebut,  dan lokasinya di  t ingkat yang
bersangkutan. Sedangkan sertitikat hak atai
tanah bersama atas nama penyelenggara
pembangunan rumah susun di tahan dan
disimpan di kantor Pertanahan.

Sehingga dengan demikian, bahwa pada
waktu dibel i  obyeknya sudah ada dan ielas
serta pasti. Maka ketentuan-ketenluan terse-
but di  atas adalah dalam rangka mel indungi
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kepent ingan f  inansial  pembel i  sebagaimana
telah disinggung di atas, juga dalam rangka
meniamin keselamatan Pr ibadi  dan
keluarganya, yang akan menghuni satuan
rumah susun yang dihuninya itu (Budi Harsono,
1995;28s).

3. Tatacara Penjualan satuan Bumah Susun

Penjualan satuan rumah susun waj ib
dilakukan dihadapan PPAT, karena bertugas
membuat aktanya. Jual  bel i  tersebut di ikul i
dengan pendaftaran pemindahan haknya pada
kantor perlanahan kabupaten / kotamadya yang
bersangkutan. Pendaftaran dilakukan dengan
mencatatnya pada buku tanah dan sertifikat hak
mi l ik  atas satuan rumah susun Yang
bersangkutan.

Dengan diadakannya kemungkinan "roya
part ia l" ,  maka pada waktu di jual ,  hak mi l ik
saluan rumah susun yang bersangkutan sudah
bebas dar i  hak tanggungan (hipotek) atau
ledusia yang semula membebaninya.

4. Hak dan kewai iban pemil ik satuan rumah
susun.

1. Hak pemilik satuan rumah susun :
a. Dalam hal ini dengan sendirinya pemilik

satuan rumah susun berhak untuk menghuni
satuan rumah susun yang dimi l ik inya serta
menggunakan bagian-bagian bersama, tanah
bersama, dan benda-benda bersama masing-
masing sesuai dengan peruntukkannnya.

b. la juga berhak menyewakan satuan
rumah susun yang dimilikinya kepada pihak
yang akan menjadi  penghuni ,  asal  l idak
melebihi jangka waktu berlakunya hak atas
tanah bersama yang bersangkutan.

c. la luga berhak menuniuk hak milik atas
satuan rumah susun yang dimilikinyasebagai
jaminan kredit, dengan membebaninya dengan
hak tanggungan (hipotik) atau fedusia, seperi
halnya penyelenggara pembangunan rumah
susun tersebut dimuka.

d. Hak mi l ik atas satuan rumah susun
daDat beralih karena pewarisan.

2. Kewajiban Pemilik satuan Rumah Susun

a. Para Demilik satuan rumah susun atau
penghuninya berkewaj iban membentuk apa
yang disebut "Perhimpunan Penghuni" .  Per-
himpunan penghuni ini merupakan suatu badan
hukum, yang bertugas mengurus kepentingan
bersama para pemilik satuan rumah susun dan
penghuninya, yang berkaitan dengan pemilikan
dan penghuniannya, agar terselnggara
kehidupan bersama yang lert ib dan aman
dalam lingkungan yang sehal dan serasi.

Berkai tan dengan PerhimPunan
penghuni tersebul dalam segala kegiatannya
sesuai dengan perturan pemerintah No. 4 tahun
1988 yang mengatur secara rinci mengenai haF
haltentang lugasnya, yai tumembentuk
suatubadan pengelola yang bertugas
melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan
bagian-bagian mi l ik bersama dan lain- la in.

b. Pembiayaan kegiatan perhimpunan dan
badan pengelolaan ditanggung bersama oleh
para penghunisatuan Rumah Susun dan Para
Pengh u nimasing- masing sebesar tambangan
menurut nilai perbandingan proporsionalnya.

c. Apabila iangka waktu hak atas tanah
berakhir ,  para pemil ik saluan rumah susun
berkewajiban untuk bersama-sama mengjukan
permohonan perpaniangan iangka waktu atau
pembaruan hak guna bangunan atau hak pakai
yang bersangkutan.

Catatatn:  Mel ihat  PesatnYa Pemba-
ngunan di  negara ki ta serta meningkatnya
jumlah penduduk di  kota-kota besar seperta
Jakarta dan SurabaYa, sudah tentu
membutuhkan tempat t inggal  bertambah
banyak, sedangkan tanah yang tersedia sangal
terbatas. Maka untuk mengimbangi keadaan
tersebut bahwa PPRS berusaha menambah
pembangunan SRS. Demikian pula ibukola
Jakarta sangat peduli untuk membangun SRSdi
lokasi- lokasi  kumuh. Untuk meningkatkan
kesehatan masyarakat setempal, kebersihan
lingkungan, kenyamanan pemandangan sella
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mengangkat marlabat bangsa san
mengentaskan masyarakat yang berada di
bawah gar is kemiskinan. Bahkan menurut
siaran pemerintah pada akhir bulan Juni 1997
yang lalu,  bahwa di  daerah Jakarta akan
dibangun 250.000 rumah susun untuk
memenuhi kebutuhan tempat t inggal bagi
penduduk ibukota yang t idak mempunyai
tempal tinggal. Terutama bagi mereka yang
berpenghasilan rendah.
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